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No. 28, 2012

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas

pasar, maka setiap pemakaian tempat usaha / berjualan di pasar-pasar
yang dikelola Pemerintah Daerah dikenakan pembayaran Retribusi
Pasar;

. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan
penyesuaian ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Pasar;

. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1645);

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3896);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4815);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor
8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan Pertokoan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008
tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Maluku Tengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Maluku Tengah.

Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, firma, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.

Retribusi Daerah yang selajutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan / atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Petugas Retribusi Pelayanan Pasar adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa palataran, los
dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk
pedagang dan pengunjung pasar.

Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.

Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar, berbentuk bangunan memanjang
tanpa dilengkapi dinding.

Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau
ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan
sebagai tempat berjualan / berdagangan.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan
fasilitas pasar.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang,
termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.

Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD, adalah Surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau
denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD
atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh
Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencari, mengumpulkan, mengolah
data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Retribusi Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap
penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah dan
disediakan untuk pedagang.
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Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemanfaatan fasilitas pasar yang meliputi :

Pemakaian Los;
Pemakaian Pelataran;
Pemakaian Meja dan atau payung serta gerobak;

Pemakaian WC Umum / MCK; dan
e. Pemakaian tempat bongkar muat barang di dalam lingkungan pasar.

poop

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, Badan Usaha Milik Daerah dan
Pihak Swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan
pemanfaatan fasilitas pasar sebagai wajib Retribusi.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-
Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

BAB III
GOLONGAN PUNGUTAN
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu
pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan

jangka waktu pemakaian dari masing-masing fasilitas serta kelas pasar yang
digunakan.
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(2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

A. Pemakaian Los :

Rp. 2.000,- / hari
Rp. 1.500,- / hari
Rp. 1.000,- / hari

1. Pasar Kelas I
2. Pasar Kelas II
3. Pasar Kelas III

B. Pemakaian Pelataran :

1. Ukuran 1 M2 Rp. 500,- / hari

C. Pemakaian Meja dan atau payung serta gerobak :

Rp. 1.500,- / hari
Rp. 1.000,- / hari
Rp. 1.500,- / hari

1. Payung Meja
2. Meja
3. Gerobak

D. Pemakaian WC Umum / MCK :

1. Mandi Rp. 1.500,- / sekali pakai
2. Buang Air Besar Rp. 1.000,- / sekali pakai
3. Buang Air Kecil Rp. 500,- / sekali pakai

E. Pemakaian tempat bongkar muat barang ditetapkan berdasarkan kendaraan angkut
yang dipergunakan :

1. Truck Rp. 10.000,- / rit
2. Colt/Pick Up Rp. 5.000,- / rit
3. Kendaraan Bermotor Roda 3 Rp. 2.000,- / rit
4. Gerobak / sejenisnya Rp. 1.000,- / rit

PASAR KELAS I

TARIF SEWA TARIF PELAYANAN
(KONTRAK) PASAR
FASILITAS UKURAN TEMPAT (PEMELIHARAAN DAN
PERTAHUN KEAMANAN) PERBULAN
(RP) (Rp)
KIOS PERMANEN 2X2M 1.200.000 50.000
2 X2,5M 1.300.000 60.000
2X3M 1.400.000 70.000
3X3M 1.500.000 80.000
3X4M 1.600.000 90.000
4X4M 1.750.000 100.000
KIOS SEMI PERMANEN <2 M2 1.200.000 -
2,1- 4 M2 1.300.000 -
4,1 -6 M2 1.400.000 -
> 6 M2 1.500.000 -
LOS/COUNTER/ 0-2 M2 - 30.000
TENDA
3-5M2 - 50.000
> 5 m? - 100.000
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PASAR KELAS II

TARIF SEWA TARIF PELAYANAN
(KONTRAK) PASAR
FASILITAS UKURAN TEMPAT (PEMELIHARAAN DAN
PERTAHUN KEAMANAN) PERBULAN
(RP) (Rp)
KIOS PERMANEN 2X2M 1.000.000 50.000
2X2,5M 1.100.000 60.000
2X3M 1.200.000 70.000
3X3M 1.300.000 80.000
3X4M 1.400.000 90.000
4X4M 1.500.000 100.000
KIOS SEMI PERMANEN <2 M2 1.000.000 -
2,1- 4 M2 1.200.000 -
4,1 -6 M2 1.400.000 -
> 6 M2 1.500.000 -
LOS/COUNTER/ 0-2 M2 - 25.000
TENDA
3-5 M2 - 50.000
> 5 m?20 - 100.000
LOS AYAM - - 20.000
LOS DAGING - - 20.000
LOS IKAN - - 30.000
PUJASERA - 500.000 50.000
PASAR KELAS III
TARIF SEWA TARIF PELAYANAN
(KONTRAK) PASAR
FASILITAS UKURAN TEMPAT (PEMELIHARAAN DAN
PERTAHUN KEAMANAN) PERBULAN
(RP) (Rp)
KIOS PERMANEN 2X2M 400.000 -
2X2,5M 450.000 -
2X3M 500.000 -
3X3M 700.000 -
KEATAS
KIOS SEMI PERMANEN <2 M2 300.000 -
2,1- 4 M2 350.000 -
4,1 -6 M2 375.000 -
> 6 M2 400.000 -
LOS/COUNTER/ 0-2 M2 - 10.000
TENDA
3-5 M2 - 20.000
> 5 m? - 30.000
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Pasal 9

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditinjau kembali setiap 2 (dua)
tahun sekali untuk disesuaikan.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah Pasar Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tengah diberikan.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, Karcis atau Dokumen

lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto
ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari
kerja pertama berikutnya.

(4) Dinas Perindustrian dan perdagangan sebagai instansi pengelola dan pemungut
Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
(2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain

yang dipersamakan.
BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat
lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pembayaran retribusi diterima oleh Bendaharawan khusus penerima di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuki mengangsur
atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan.

Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
Surat Teguran.

Tatacara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan surat teguran ; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.
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(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib
Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 19

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang
Retribusi Daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan
berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak
Pidana dibidang Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan
dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak
Pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j- menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana
dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannnya kepada Penuntut Umum.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dan ketentuan lain yang
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI MALUKU TENGAH,
ttd

TUASIKAL ABUA

Di undangkan di Masohi
pada tanggal 27 Desember 2012

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

UMARELLA IBRAHIM
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

II.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah bidang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah harus ditinjau ulang dan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Dalam upaya mempercepat proses pembangunan otonomi daerah dimana dituntut
manajemen pelayanan umum sebagai repleksi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah dan
adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri dibutuhkan sumber keuangan untuk membiayai
pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada perpaduan pelayanan
umum yang akan melahirkan perizinan dan retribus baik secara pengakuan maupun
secara penyerahan untuk peningkatan pelayanan umum pada satu sisi dan sisi lain
dibutuhkan peningkatan pendapatan daerah berdasarkan kewenangan yang diatur dalam
Peraturan Daerah.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dan demi peningkatan Pendapatn
Asli Derah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang
Retribusi Pelayanan Pasar

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 22: Cukup jelas
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